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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2023 
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 42 TAHUN 2019 

TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KESEHATAN 
SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA PIMPINAN TINGGI MADYA DAN 

KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 

NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa kewenangan pengelolaan barang milik negara 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 
b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 

2019 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Menteri 

Kesehatan selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan 
Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam 

Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan 

kebijakan dan perkembangan kebutuhan hukum di 
lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga perlu 

dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 
tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Menteri 

Kesehatan selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan 

Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam 
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 

tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
991); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 156); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 

42 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN 
WEWENANG MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA 

BARANG KEPADA PIMPINAN TINGGI MADYA DAN KUASA 

PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. 

 

Pasal I 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang 

Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku 

Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa 

Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di 
Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Februari 2023 
 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 

 
BUDI G. SADIKIN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Maret 2023 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 

 
YASONNA H. LAOLY 
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